BAB H
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iwan rakvat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat
balas jasa secara langsung Pada awalnya pajak merupakan
pembenan sukarela rakyat kepada raja dalam memelihara
kepentingan negara. Setelak terbentuknya negara-negara nasional
dan tercapainya penusahw@an rumah tangga negara denmgan rumah
tangga pribadi raje. maka pajak mendapat tempai yang sangat
penting diantara berbaga: perddapatan negara. Dan dengan bertambah
luasnya tugas-tugas regera, maka dengan sendirinya memerlukan
biaya vyang cukup besar sehingga pemcbayaran pajak bukan lagi
sifainya sukarela tetapl dapat dipaksakan dan ditetapkan secara
sepihak oleh negara dalam benivk uncang-undang dan peraturan
pelaksanaannya. Berpagar poxdapat para ahli memberikan definisi
tentang pajak, menurut S(}mmérfeld Ray M., Anderson Herschel M.,
& Brock Horace R, pqrak adalah suctu pengalifian sumber dari
sekior swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran
fudium, namun wojih dilcksanckan, berdasarkan ketentuan yang

diterapkan terlebih dalwdu, tanpa mendapat imbalan yang langsung



dan preporsional, agar pemeriniah dapat meiaksanakan fugas-
tugasnya uniuk mejalankan pemermtahan.

Sedangkan menurut R.R.A Seligman memberikan pengertian
pajak adalah sebagai berikut : “ 4 tax compuisory contribution from
the person to the government o defray the expenses incurred in the
comumon inferest of ol without reference lo special benefits
conferred”. (Pajak adolah suctu pungutom yang bersifat paksaan
dari orang kepada pemeriniah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran yang bertalion deagan masyarakat wmiem fanpa dapat
ditunjuk  adanye  keuntungan-kewntungan  khusus  sebagai
imbalannya).

Prof. DR. PJA. Andriard seorang manian guru besar dalam
hukum pajak di Universitas Amsterdam (Belanda) memberikan
pendapainya bahwe : pajah adaiah juran kepada negava (yang dapat
dipaksakan) yeng ieruiama olel yang wajib membayarnya memaut
peraturan-peraturen dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dopal ditwrjuk, dan yang gunanya uniuk membiayai
pergeluagran wm berhubimgan  dengan tugas negora  unfuk
menyelenggarakan pemerintafias,

Lebih laniut, Prof Dr H. Rochmat Soemitro SH,
mengemukakan defiiisi pajak sebagat peralikan lekavaan dari

pihak rakyat kepoda fos negare untuk membiayai pengeluaran rutin



2.1.2

dan surplustya digwnakan untuk public saving yang merupakan
sumber utama untuk membiavai public investment.

Dari pengertian-pengertian  tersebu, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pajek merupakan iuran yang bersifat memaksa
masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah
untuk membiayai pengeluaraan rutin negara dengan imbalan secara
tidak langsung.

Perencanaan paiak adalab langkah awal dalam manajemen
pajak. Pada tabap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian
terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi
tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya
penekanan perencanzan pajak  adalah untuk  meminimumkan
kewajiban pajak.

Fungsi Pajak

Dalam bukunya vang berjudul Pengantar Hukum Pajak, Y. Sri
Pudyatmoko, SH, M Hum menjelaskan bahwa pada umumnya
dikenal dua fungsi wiama dari pajak, yakni fungsi budgeter
(anggaran) dan fungsi regulator {mengatur). Fungsi anggaran adalah
sumber dana vang digunaken bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerirtah dan sebagai alat atau instrument yang
digunakan untuk memasukan danz yang scbesar-besarnya ke dalam
kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai

instrument untuk menarik dans dari masyarakai untuk dimasukan
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kedalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kernudian
digunakan sebagai penopang bagi penyelengaraan dan aktivitas
pemerintahan. Fungsi mengatur adalah pajak digunakan szbagai alat
urtuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan
ekonomi. Misalnya FPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini
diterapkan pemerinizh dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi
barang-barang mewah dapat dikendalikan. Oleh karenanya berkaitan
dengah fungsi mengatur pajak dipergunakan untuk dapat mendorong
dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana
dan keinginan pemerinizh, Sedangkan dalam buku yang berjudul
Hukum Pajak dan Perpajakan, Aristanti Widyaningsih menjelaskan
bahwa fungsi pajak tidak hanys sebagai fungsi budgeter {imenerima)
dan regulator (mengatur) tetapi juga masih ada tiga fungsi lagi yaitu
fungsi stabilitas yaitu fungsi vang berhubungan dengan kebijakan
untuk menstabilitaskan harga (melalui dana yang diperoleh dari
pajak) schingga laju inflasi dupat dikendalikan. Fongsi Redistribusi,
dalam fungsi redistribusi lebik ditekankan unsur pemerataan dan
keadilan dalam masvarzkat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan
tarif dalam pengenazn pajak. Contohayz dalam pajak penghasilan,
semakin besar jumiah penghasilan maka semakin besar pula jumiah
paiak yang terutenz Kemudian yang terakhir adaleh Fungsi

Demokratis dimana dalams fungsi demokratis merupakan wujud
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sistern goteng royeng. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan
pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
4. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Pajak merupakan pungumn berdaserkan wndang-undang oleh
pemerintah, yang scbagian dipakai uniuk penyediaan barang dan
jasa publik. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik
internal maupun cksternal. Secara administratif pungutan pajak
dapat dikelompokan menjadi pajak langsung (direct tax) dan
pajak tidak langsung (indirect tax). Dari aliran sumber daya
{flows of resources} pajak dapat dipungut dari aliran masuknya
{income) atau alirap keluarnya (expenditure) sumber daya (James
dan MNobes: 1985).

Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit
margin), sedangkan asumsi pajak scbagai distribusi akan
mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasl (rafe of retwrn
on nvestment). Perusahaan vang sudah go public pada umumnya
cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go
public. Agar harga saham meningkat maka manajemen
perusahaan go public akan berusaba tampil sebaik mungkin,
sukses dan membagi deviden vang besar. Demikian juga dengan
pembayaran pajaknyva maka zkan sebaik mungkin. Namun apapun
asumsinya, secara ckonomis pajak merupakan unsur pengurang

laba.
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b. Manzjemen Pajak

Pemerintah saat ini melakukan upaya yang serius dalam
bidang perpajakan. karena itu pengusaha juga haras menanggapi
upaya dari pemerintzh tersebut secara serius, yaitu dengan
manajemen pajak vang baik. Bagaimanapun pajak J;empakan
“biaya” bagi perusshasn. Astinya sekecil apapun pajak yang
dibayar oleh perusabaan merupakan pengurang laba perusahaan.
ik hal ini fidak dikelola dengan baik oleh perusaliaan maka
dapat menyebabkan pernsahaan gulung tikar.

Dalam arus globalisasi dan tingkal persaingan yang makin
tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak
sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan
Juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal
maupun internasicnal, maka agar perencanaan pajak dapat
berhasil sesual dengan vang diharapkan.

Upaya dalam mielakukan penghematan pajak dapat dilakekan
melalui manajemen pajak. Manajernen pajak adalah Samna untuk
memenuhi kewajiban perpajekan dengan benar tetapi jumlah
pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk
mendapat laba dan likpiditas yang diharapkan (Sophar

Lumbantoruan: 1996}
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Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua :

a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar,

b. Usaha efisiensi untuk mencapai Jaba dan likwiditas yang
seharusnya

Tujuen menajemen pajak tersebut diatas dapat dicapai
melalui fungsi-fungs: manajemen pajak yang terdiri atas :

a. Perencanean pejak {fax plamming).
b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (1ax implementation).
c. Pengendalian pajok {tav control).

Hal ini berarti bahwa perencanaan pajak merupakan salah
satu fungsi dori manajemen pajak yang dapat digunakan
perusahaan untuk meminimalkan beban pajakmya secara legal.

Namun vang harus diingat legalitas macajemen pajak
tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat
dipastikan setelsh mendapat putusan dari pengadilan. Manajemen
pajak merupakan bagizn dari manajemen keuangan, Manajemen
keuangan yang efisien membutvhkan suatu tujuan dan sasaran
vang akan diguaskan sebagai patckan dalam memberikan
penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian
maka tujuan manzjemen pajak harus sejalan dengan twjuan
manajemen keuangan, vaite memperoieh likuiditas dan laba yang

memadai,
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2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment Sysiem
Suatu sisters dimana wewenang pemungutan pajak ada pada
fiskus (aparat pajak), meckanismenya akan ditetapkan dan
dirampungkan pajakoya dengan SKP (Surat Keietapan Pajak),
yang berarti peneptuan pajaknya berdasarkan pemeriksaan
sederhana dan lapangan.
b. Self Assessment Svstem
Suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak boleh
menghitung, dan melaporkan sendiri besamya pajak vang harus
disetor, jadi berarti mekanismenya wajib pajak  diberi
kepercayaan penuh daiam menghitung sendiri,
memperhitungkan. menyetor, dan melapor SPT  (Surat
Pemberiiahuar) bailt masa maupun tahunan, sedangkan aparatur
pajak berkewaiiban melakukan pembinaan, dan peneiitian serta
pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2.1.4 Jenis Pajak
Di Indonesia pajak dikelompokan menuref beberapa kategori,
yaitu menurut golongaannya, menurut sifainya dan menurut lembaga

pemungutnya.

1. Jesis Pajak Menurut Golongannya
a. Pajak langsung, vaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Consch: PPh
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b. Pajak Tidak Laapgsung, vaitu pajak yang pembebanannya
dapat dilimpabikan ke pihak lain. Contoh : PPN
2. Jenis Pajak menuarut Sifatnva
a. Pajak Subjekiif, vaiftu pajak yang didasarkan atas keadaan
subjeknya, wemperhatikan keadasn diri wajib pajak yang
selanjufmya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan
keadaan wajib pajak) . Contoh : PPh
b. Pajak objektif, vailu pajak yang berpangkal pada objeknya,
tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh : PBB, PPN
3. Jenis Pajak Mepurut Lembaga Pemunguinya
a. Pajak Negara {pajak pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah  pusat  dan  digupakan untuk  membiayai
pengeluaran negara. Contoh : PPH, PPN, PPolbM
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintab
daerah dan digunakan untek membiayai pengeluaran daerah.
Contoh : pajak kendaraan bermotor (PKB).
2.2 Tinjauan Pajak Perghasilan
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan
Perusahaan dalam mzzk&%{ukm kegiatan usaha tidak akan terlepas
dari masalah perpajakan baik bagi perusahaan kecil maupun besar.
Pada umumnya kegiatan suatu perusahaan berlangsung untuk suatu
masa yang relatif panjeng. Selisih antara pemasukan saat pendirian

perusahaan dan perolchan pada ssat pembubaran (bagi pendiri
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perusahaan) merupakan tofal penghasilan perusahaan, sedangkan
penghasilan tahunan merupakan jumlah sementara dihitung untuk
memenuhi beberapa kebutuhan pemakaian laporan kevangan tahunan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan
berupa gaji, honor / honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran
lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak crang pribadi dalam
negeri schubungan dengan pekeriaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Paiak No.36
Tahun 2008 Pasal 1 {(2¢09:89) adalah :"Pajak yang dikenakan atas
subjek pajak atas pepghusilan yang diierima atau diperolehnya
dalam tahun pajak™.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan {F7h) dikenakan terhadap orang pribadi
dan badan, berkeraszn dengan penghasilan yang diterima atan
diperoleh selama tahua pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 g}émbahan atas Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000, dan juga merupakan perubahan atas tndang-undang
Nomor 10 Tahun 1994, dan juga merupakan perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan yaitu, yang
menjadi subjek pajak adalal:
1. Orang pribadi

a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia ataupur dilvar Indonesia.



17

b, Warisan vang belum  terbagi  sebagai  safu  kesatuan,
menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatvan, mengganiikan vang berhak melalui ahli waris.
Penunjukan warisan vang belum terbagi sebagai subjek pajak
pengganti dimaksudkan agar pengenzan pajak atas penghasilan
yang berasal dart haria warisan tersebut dapat dikenakan pajak.

2. Dadan

Sek&mpulan orang dan‘atat modal yang merupakan kesatuan yan

baik yang melakukan wsaha maupun yang tidak melakukan usaha

meliputi Badan terdiri dari PT, CV, Persercan lainnya, BUMN,

BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun,

dan Bentuk badan usahe laionya.

3. Bentuk usaha tetap
Merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi
yvang tidak bertempat tingge! di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jongka wakiu 12 (dua beias) bulan, dan badan yang
tidak didirikan den tidak berfempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaba atau melakukan kegiatan di Indonesta. Bentuk
usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya

dipersamakan dengan subjek badan.
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Subjek pajak dibedacan menjadi : Subjek pajak dalam negeri dan
Subjek pajak luar neger.
1. Subjek pajak dalam negeri serdiri atas:
a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

1) Orang pribadi yang sertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi vang berada di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka wakis 12 bulan.

2) Orang pribadi yang dalam saiw tahun pajak berada di
Indonesia den mempunyai niat untuk berfempat tinggal
di Indonesia.

b. Subjek pajaic badan yaitu:
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang
memenuhi kriferia:

1) Pembeniukannya berdasarken kelentuan perundang-
undangan;

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Megara alaw Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dasrah;

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Femerintah
Pusat aiav Pemerintah Daerah; dan

4) Pembukuannya dipaksa clebh aparat pengawasan

fungsional Negara



19

¢. Subjek pajak warisan, yaitu:
Warisan wvang belum terbagi sebagai satu  kesatuan
menggantikaan vang berhak.

2. Subjek pajak lnar negri terdird atas:

a. Subjek pajek orang privadi yaitu:
Orang pribadi vang ticak berternpat tinggal di Indonesia,
orang pribadi vang berada di Indonesia tidak lebib 183 hari
dalam jangkza walktu 12 bulan, dan badan yang :

1) Menjalankan usaha ateu melakukan kegiaian melalui
bentuk usaha tetap  di Indonesia

2) Dapat menerima atan memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak deri menjalankan usaha atan melakukan
kegiatan melalvi bentuk usaha “etap di Indonesia.

b. Subijek pajek badan yaiin:
Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di
[adonesia.

1} Menjalankai: usaha atan melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetzp di Indonesia. Bentuk usaha tetap
adalah beantuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka wakitu 12 bulan, dan badan vang tidak

didirikan dan tidak berternpat kedudukan di Indonesia
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untuk mzojalanksn usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, vang dapat berupa:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
)
h)

Terrpat kedudukan manajemen

Cabang perusahaan

Eantor perwakilan

Gedung kapcr

Pabrik

Bengkel

Perambengan dan penggalian sumber alam
Wilavah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan

Gudang

Ruoang uniuk promosi dan penjualan

Proyek konstruksi, instalast, atau proyek perakitan
Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh
pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih
dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan

Crang atau badan vang bertindak selaku agen yang
berkedudukanmya tidak bebas

Agen atau pegawal dari perusahaan asuransi yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
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Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung risiko di Indonesia

p) Komputer, agen elekironik, atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disews, atau digunakan oleh
penvelenggara  transaksi  elektronik  untuk
menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2) Dapat menerima aau memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak dart menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pejak war negeri menjadi wajib pajak apabila
telah  menerima  atau  memperoleh  penghasilan,
sedangkar subjek pajak hiar negeri sekaligus menjadi
wajib palak. schubungan dengan penghasilan yang
diterima dart sumber penghasilan di Indonesia atau
diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri

adalah sebagai berikat:
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Tabel 2.1
Wajib pajak dalam negeri Wajib pajak Iuar negeri
¢ Dikenakan pajak atas penghasilan baik ¢ Dikenakan pajak hanya atas
yang diferima atau diperoleh dari penghasilan yang berasal dari
Indonesia dan dari [uar Indonesia sumber penghasilan di Indonesia.
s Dikenakan pajak berdasarkan ¢ Dikenakan pajak berdasarkan
penghasilan neto. penghasilan bruto.
» Wajib menyampaikan surat ¢ Tidak wajib menyampaikan surat
pemberitahuan pemberitahuan .

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

a. Kantor perwakilon Megara asing.

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mercka yang bekeija pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di
indonesia menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan
atau pekerjaannya terscbut serta Negara bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik.

c. Organisai-organisasi internasional dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisai tersebut.
2) Tidak menjalankan wsaha atau kegiatan lain  untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan
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pinjaman kepada pemerintah vang dananya berasal dari iuran
para annggoia

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:

i) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
2) Tidak menjalenkan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia.

e. Organisasi Internasional yamg tidak termasuk subjek pajak
sebagaémana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang ditetapkan
dengan keputusan Menteri Keuangan.

2.2.3 Obijek Pajak Penghasilan
Dalam unsur-unsur perpajakan yang menjadi objek Pajak
Penghasilan dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang menjadi
objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesic maupun dari luar Indonesia, yeng dapat
dipakai untuk konsumsi aiau untik menambah kekayaan wajib pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
terimasuk:
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yvang diterima aiau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus gratifikasi, nang pensiun atau imbalan
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dalam bentulc lain, ditentukan lain dalam undang-undang Pajak
Penghasiian

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan kerena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk:

a. Keuntungan karena pengaliban harta kepada perseroan,
persekutuarn, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang
saham, sekutu, atau anggota vang dipercleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya

¢. Keuntungan karenz likuidasi, penggabungan, pelemburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau
reorganisast dengan nama dan dalam bnetuk apapun

d. Keuntungan karena pengaliban barta berupa hibah, bantuan,
atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga
yang sederhanz sedavah dalam garis keturunan lurus satu
derajat dan hadan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
termasuk  yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikeo dan kecil, yang ketentuannya diatur

lebily lanjut dengan peraturan merderi keuangan, sepanjang
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tidek ada hubungan demgan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
atau penguasaaan dianiara pihak-pihak yang bersangkutan

e. Keuntungan karena penjualan atzu pengalihan sebagal atau
seluruh  hak pensmbangan, fonda turut serta  dalam
pembiayaan, atau  permodalan  dalam  perusahaan

pertambangan

. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

seﬁagai biaya dan pembayaran tarmbahan pengembalian pajak

. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian huteng

. Dividen dengan nwama dan dalam bentuk apapun, termasuk

dividen dari perusabaan asuransi kepada pemegang polis dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi

. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak

. Sewa dan penghasilan lain schubungan dengan pengunaan harta

Penerimaan atau paiolehan p%:mbayzxran berkala

Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan
jumlah tertentu vang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
Keuntungan selisit kurs mata vang asing

Selisih lebih karena pepilaian-penilain kembali akiiva

Premi asuransi
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16.

17.

18.

19.
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luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari angotanya
yang terdiri deri wajib pejak yang menjalankan usaha afau
pekerjaan bebas

Tambahan kekayasn neto vang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak

Penghasilan dari usaha vang berbasis syariah

Imbaian bunga senegaimana dimakstd dalam uwndang-undang
yang mengaiur mengenai ketentuan umum dan fata cara
perpajakan

Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang tidek termasuk objek pajak penghasilan yang

diatur dalam Pasal 4 ayat 3 yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan

amil zakat atau lembaga ansil zakat yang dibentuk atan disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh pemerintah zakat yang berhak atau

sumbangan keagamann vang sifztnya wajib bagi pemeluk agama yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang

dibentuk atau disabken oleh pemerintah dan yang diterima oleh

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan

atau berdasarkan peraturan pemerintah

1. b

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keterununan lurus saiu derajat, badan keagamaan, baden pendidikan,

badan sosial, termasuk vayssan, koperasi, atau orang pribadi yang
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menjalankan usaba mikeo dan kecil yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan perarvran menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atan penguasaan

diantara pihak-pihak vang bersangkutan

. ‘Warisan

. Harta termasuk setoran twunai yang diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2. aya: {1} huruf b sebagai pengganti saham atau
sebagai pengganti penyertnan modal

. Penggantian atau imbalan sehuburgan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperolek dalam bentuk natura dan / kenikmatan dari
wajib pajak atau pemerintahan kecuali yang diberikan oleh wajib
pajak, wajib pajak vang dikenakan secara final atan wajib pajak yang
menggunakan norma  penghitangan  khusus  (deemed  profit)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

Pembayaran dari perusahaan  aswransi kepada orang  pribadi
sehubungan dengan asuransi kesenatan, asuransi kecelakaan, asuransi
jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Dividen atau bagian laba vang diferima atau diperoieh perseroan
terbatas sebagai WP Dalam Megeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syaras:
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a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menrima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal
vang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan
saham tersebut

Iuran yang diterima atau dipercleh dana pensiun yang peadiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh

pemberi kerja maupun pagawai

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam

bidang-bidang tertentu yang dizetapkan dengan keputusan Menteri

Keuangan

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer vang medalnva tidak terbagi atas sabam-saham,

persekuivan, perkumpulan, firma dan kongsi

Penghasilan yang diterima olel perusabaan modal ventura berupa

bagian laba dari pasangan usaha vang melakukan kegiatan usaha di

Indonesia. dengan syarar badan pasangan usaba tersebut:

a. Merupakan perusabaan kecil, dengan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa Efek Indonesia.

Beasiswa yang memenuhi syarat terteniu, berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan.
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12, Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau leinbaga nirlaba
vang bergerak dibidang perdidikan atau bidang penelitian,
pengembangan, dalam jangka 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih
tersebut diatur lebih tanjur berdasarkan Peraturan Menteri Kevangan.

13. Bantuan atau santunap yang dibayarkan oleh badan penyenggara
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertenty, yang ketentuapnya diatur
lebik lanjut berdasarkan Paraturan Menteri Keuangan.

2.2.4 Tarif Paijak Penghasilan

Tarif pajak vaitu berupa suatu jumlah tetap per suatu objek yang
digunakan untuk menghitung pajak terutang atas penghasilan yang
diterima bagi wajil: pajak crang pribadi, maupun wajib pajak badan
dikenakan pajak penghasilan dengan farif sebagaimana yang ieriera
pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah kembali
pada Undang-undang MNomor 36 Tahun 2008 :
1. Pasal 17

a. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

1). Wajib pajek pribadi dﬁgam negeri adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.020,00 ( lima puluh juta{5 % (lima
rupiah) persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima pulub juta rupiah) | 15 % (lima

sampai dengan Rp 250.000.030,00 (dua ratus lima

belas persen)

puluh juta rupiah}

Di ataé Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima pulyj juta 25 % (dva
rapiah) sampai dengan Rp 500.600.000,00 (lima ratus puluh lima
juta rupiah) persen)

Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga

puluh persen)

Sumber: Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap 2009

2). Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dalam negeri

adalah sebesar 28%

b. Tarif tertinggi svbagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a

dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur

dengan Menteri Keuangan.

1). Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi

25 % (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak

tahun 2010,

2). Wajib pajak dalam negeri vang berbentuk perseroan

terbuka vang paling szdikit 40% (empat puluh persen) dari
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jumlah keseluruhan 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan ssham yang disefor diperdagangkan
dibursasaham vang disetor diperdagangkan dibursasaham
vang disetor diperdagangkan di tursa efek Indonesia efek
Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia
efek Indonesia efek Indonesia efek Indonesia efek
Indonesia  efek Indopesia  efek di Indonesiadi  dan
memenuhi persyaralan terfentu lainnya tertentu lainnya
dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih
rendah daripada tari{ sebagaimana dimaksud paca ayat |
huruf b dan ayat 2a yeng diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

3). Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
orang pribadi dalam negeri adalah adalah adalah adalah
adalah paling tinggi sebesar 10% (sepulubh persen) dan

bersifat final,

4), Ketentuan lebibh  lanjut mengenai besarnva tarif
sebagaimans dimaksud pada ayat 2c diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

¢. Besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana yang
dimaksud pada ayat | huruf a dapat diubah dengan Keputusan

Menteri Keuangas.
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d. Untuk keperluan penentuzn tarif pajak Sebagaimana yang
dimaksud pada ayar 1, jumlah pajak penghasilan kena pajak
dibulatkan ke bawak dalam ribuan rupiah penuh.

e. Besarnya pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam
negeri vang teruiang pajak dalam bagian tahun pajak
sebagaimana dimaksud dalam pasa: 16 ayat 4, dihitung
sebanyak jumlah heri dalam tahun pajak tersebut dibagi 360
dikalikan dengan paiak teruzang untuk satn tahun pajak.

f. Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dilv:tung 30 hari.

g. Dengan peraturan pemerintah dapat diterapkan tarif pajak
tersendiri atas peaghasilan sebagaimara dimaksud dalam pasal
4 ayat 2, sepanjang tidek melebihi tarif pajak tertinggi

sebagaimana tersebut pada ayat [

. Pasal 23

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama den dalam
bentuk apa pun vang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,
atau iefah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,

dipotong pajak oleh pihak yang waiib membayarkan:
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a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah brufo atas:

1). dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
hurof g

2). bunga sebagaimana dimaksud dajam Pasal 4 ayat (1) huruf
: _

3}. royalti; dan

4). hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang
telah dipotong Pajak Fenghasilan sebagaimana dimaksud

dalam Paszl 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;
¢. sebesar 2% (dua persen) dar juinlah bruto atas:
1).sewa dan penghasilan fain sehubungan dengan perggunaan
harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta vang telah dikenai Pajak
Penghasilan sebageimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
dan
2).imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi. jasa konsulian, dan jasa lain selain jasa
yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalan: Pasal 21.
Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak. besarnya tariff pemotongan adalah
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lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada iarif sebagaimana

dimaksud pada avat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis

jasa lain sebagaimena dimakeud pada ayat (1) huruf ¢ angka 2

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Ksuangan.

Orang pribadi sebazai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk

oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memctong pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat {1). Pemofongen pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

b. sewa yang dibayarkan atau terutang schubungan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi

¢. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf {
dan dividen yarg diterima oleh orang pribadi sebzgaimana
dimaksud dalam Pasal 17 avat (2c);

d. dihapus

e. bagian laba scbayaimana dimaksud dalam Pasel 4 ayat (3)
huruf'i;

f. sisa hasil usaha keperasi vang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;

g. dihapus: dan

. penghasilan yang d'bavar atav tenstang kepada badan usaha atas

jasa kenangan vang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau

pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuvangan.
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2.3 Tinjauan Perencanaan Pajak
2.3.1 Perencaanaar Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen
pajak. Pada vmumnya perencanaan pajak  adalah  uniuk
meminimumkan kewajiban pajak. Startegi penghematan pajak
dilakukan pada saat perencanaan pajak dilakukan. Olch karena itu
harus dilzkukan pengumputan dan peaelitian terhadap penelitian
terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi tindakan yang
dilakukan dalam penghematan perpajakan.

Tujuan pokok vang scharusnva dicapai oleh mangjemen
perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk
jangka panjang (Jong-ferm retwim) kepada para pemegang saham
atau yang memberikan modal yang telah menginventasikan
kekayaannya atau mempercavakan pengelolaannya  kepada
perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi
peraturan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat, bahkan
ketentuan pajak internasional. Sebagai Waiib Pajak yang baik maka
perusahaan harus meleporkan dan membayarkan pajaknya dengan
tapat waktu sesuai dengam ketentuan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Definisi perencanzan pajak : “Tax polnning is the systematic

analysis of deferving tax options aimed at the minimization of tax
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Liability in cwrrent ard futwre tax perieds”(Crumbley D.Larry,
Friedman Jack P., Anders Susan B,. 1994)

“Tax planning is arvangements of a persons business and/or
private affairs in order to minimize tox Hability (Lyons Susan M.:
1994).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar dbeban
najak (fax burden) dapat ditcken serendah mungkin dengan
memanfaatkan peraturan vang ada  tetapi berbeda dengan tujuan
pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama
dengan tox avoidence karena secara hakikat ekonomis keduanya
berusaha untuk memaksimatkan penghasilan setelah pajak.

Perencanaan perpejekan umumnya selalu dimulai dengan
meyakinkan apakah suaiu transaksi tersebut terkena pajak. Jika
iransaksi tersebut terkena pajak. apakah dapat diupayakan untuk
dikurangi jumlah pajaicnve, selaijutnya apakah pembayaran pajak
dimaksud dapat ditunda pembayarannnya, dan sebagainya, maka
perencanaan tersebut seharusnya dilakukan melalui berbagai tahap-
tahap atau urutan-uretan sebagai berikut ©
1. Analisis informasi vang ada (analysis of the existing database)

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah
menganalisis komponen vang berbeda atas pajak vang terlibat
dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban

pajek yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan
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mempertimbangkar masing-masing elemen dari pajak batk secara
sendiri-sendiri maupun secara total psjak yang harus dapat
dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efesien.
Adalsh juga penting wumitvk memperhitungkan kemungkinan
besarnya penghasilan dari suatu frapsaksi dan pengeluaran-
pengeluaran lain diluar pajek yang mungkin terjadi. Untuk itu
seorang manajer perpajakas harus meraperhatikan faktor-faktor
baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:
a. Fakia yang relevan
Dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan
dituntut untuk bepar-benar menguasai situasi yang dihadapi.
Baik sari segi internal mauwpun eksternal dengan perubahan-
perubzhan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan
secara tepat dalara seiiap transaksi maupun situasi-situasi yang
berkaitan dengan perpajakan. Sebagei contoh : ruang lingkup
penjualan  produksinya narus  diidentifikasi apakah suatu
produk yang ekan dijual tergolong obyek pengenaan pajak
penjualan barang mewah atau tidak.
b. Faktor pajak
Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi setiap
penyusunan perencanaan pajak tidak lepas dari beberapa faktor

herilut »
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§) Jenis pajak vang ada
Dalam merencanakan pajak harus mengetahui secara pasti
apa saja kewajiban perpajakan yang dihadapi baik pajak
lokal maupun pajak luar negeri seandainya perusahaan
berhubungan dengan perusahaan Inar negeri, contohnya ada
pajak penghasilan (PPh) Final selain PPh umum yang di
atur dalam Undang-undang pajak penghasilan.

2) Bentuk badan dari pembayar pajak
Masing-masing bentuk badan dari wajib pajak akan
memperoleh perfakuan yang berbeda mulai dari beban
pajak, pengurangan-pengurangan yang diberikan, maupun
tarif yang digenakan. Hal lain yang relevan juga seperti
apakah subyek pajak merupakan perusahaan yang tertutup,
porusahaan wc piblic, pedagang besar, pedagang ritel dan
lain-lain.  Semua ini akan memperngaruhi kewajiban
perpajakannya.

3) Sumber penghasilan
Sumber penghasilan merapakan dasar pertimbangan apakah
seseorang dikenakan pajek atau tidak.

¢. Faktor non pajek lainnya
Beberapa faktor non pajak lainnva yang relevan untuk
diperhatikan dalam penyusunan svatu perencapaan pajak,

antara lain :
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1} Masalah badan hukum
Pemilihan bentuk bedan hukum sering dibuat sebagai
fungsi dari seluruh peraturan dalam rangka administrasi
pembentukan dan pembubaran badan hukum yang
bersangkutan.

2} Masalah Matz Uang dan Nilai Tukar
Dalam ruang linglup perencanaan pajak vang bersifat
internasional masalah nilai tukar mata vang mempunyai
dampak yang besar terhadap kondisi keuangan suatu
perusahaap. Nilai tukar mata uang yang berflukiuasi atau
sidak dtabi! memberikan risiko usaha yang cukup tinggi.

3) Masalah Pengawasan Deovisa
Sistem pengawasan devisa {exchange confrol} yapg dianut
suatu Negara menjadi bahan pertimbangan penting
terutama jika suafu Negare menganut pembatasan/ arangan
gntuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari
fransaksi ingernasional ataupun adanya larangan untuk
meminjam uang atau menarik vang tanpa seijin bank
sentral atau Menieri Kenangan. Perencanaan paiak juga
akan terpengaruh  kerena bagaimanapun pengaturan
pengawasan  devisa berdampak terhadap  transfer
pembayaran-pemabayaran, misalnya pembayaran pinjaman

dari residen ke nonresiden.
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4) Masalah Fakior Pajak Lainnya
Faktor pajek lainnyva seperti hukum dan sistem
adminisirasi vang berlaku, kestabilan ekonomi dan
nolotik, tenaga kerja, pasar, ada atau tidaknya tenaga
professional, fasilitas perbankan, iklim usaba, bahasa,
sistern akuntansi dan lain-lain harus dipertimbangkan juga
dalam penvusunan perencanaan pajak terutama terkaitan
dengan pemilihan lokesi investasi. apakah berapa cabang,

subsidiary, atau lainoya.

2. Buat satu mode!l atau lebih rercana kemungkinan besarnya pajak

(Design of one more possible tax plans)
Model perjanjian intermasional dapat melibatkan satu atau
lebih tindakan beriku:
a. Pernilihan  bentuk  transaksi operasi atan hubungan
internasional.
b. Pemilihan dari pegara asing sebagai tempat melakukan
investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
c. Penggunaan satu atau febih negara tambahan.
Evaluasi pelaksanzan rencana pajak (Eveluating a tax plan)
Perencanaan pajak sebagail suatu perencanaan merupakan bagian
kecil dari seluruh perspcanaan strategik perusahaan. Oleh karena
itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil

pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap bebar pajak.
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Perbedzan laba kotor dan peageluaran selain pajak atas berbagai

alternatif perencanaan. Varialle-variabel tersebut akan dihitung

seakurat mungkin dengan hipotwesis sebagai berikut:

a. Bagaimana jike rencana tersebut tidak dilaksanakan

b. Bagaimana jika rencana iersebut dilaksanakan dan berhasil
dengan baik

c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal

Dari ketica hipotesis tersebut akac mengeluarkan hasil yang

berbeda, Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat

ditentukan apakah perencansan pajak tersebut layak untok

ditaksanakan atau tidak.

. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana

pajak (Debugging the fax plan)

Hasil suatu perencanzan pajak harus dievaluasi melalui berbagai
rencana yang di buas. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus
sesual dengan bentuk imm&aksé dan tujuan operasi. Perbandingan
berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesua: bentuk
perencanaan pajak vang di ingénka;m. Kadang suatu rencana harus
diubah mengingat adanya perubahan peraturan peroajakan.
Tindaken perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan
penamnbahan biays atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil.
Sepanjang masih besar penghematan pajas (fax saving) yang bisa

dipercleh, rencana zersebui harus tetap dijalankan. Karena
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bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan
kerugian minimal. Jadi, akan sangai membantu jika pembuatan
suatu rencana pajax disertai dengan gambaran atau perkiraan
heberapa peluang kesuksesan dan beberapa peluang laba potensial
yang akan diperolel jika berhasil maupun kerugian potensial jika
terjadi kegagalan.

. Mutakhirkan rencana pajak (Updating the tax plan)

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga
telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap
perubahan  yang terjadi baik dari uadang-undang maupun
pelaksanaannya di pegara dimana aktivitas tersebut dilakukan
yang mungkin memounyai dampak terhacap komponen dari suatu
perjanjian, yang berkenan df:r;gan perubahan yang ferjadi diluar
negeri atas berbagai macam pajak maupun altivitas informasi
bisnis vang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu
rencana adalah konsckuensi yang perlu dilakukan sebagaimana
dilakukan oleh masyarakat veng dinamis. Dengan memberikan
perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun
situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu
mengurangi akibat vang merugikan adanya perubahan, dan pada
seat yang bersamaan mampu mengambil kesernpatan untuk

memperoleh manfaat vang potensial.
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Fada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban
perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya
penghematan pajak  (fax .s*c:.:vfng), penghindaran  pajak  (fax
avoidance), dan penvelundupan pajak (fax evasion) yang semuanya
itu bertujuan untuk meminimlekan beban pajak, melalui beberapa
oara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-
pengurangan, intensif pajak, ;mghasifan vang bukan obyek pajak,
penangguhan vang bukan pengenaan pajak, pajak yang ditanggung
negara sampai dengan aksi suap menyuap dan pemalsuan-
pemalsnan.

a. Perencanaan Tax Planning
Pegetahuan tentang akeniansi sangat diperlukan oleh Wajib

Pajak untuk dapat mematuhi ketentwan dan/atau peraturan

perpajakan. pemahaman fenmﬁg Undang-undang dan peraturan

perpajakan mutlale diperlukan untuk bias membuat kewajiban
membayar pajak vang sekecil mungkin tanpa harus melanggar

Undang-undang dan peraturan perpajakan, schingga dapat

memberikan keuntungan begi pemegang modal. Untuk bias

membuat perencanaan pajziécj yvang baik, perusahaan harus
mempekerjakan atsu mempunyai orang yang mampu dan

mengerti  serta  memiliki  pengetahuan tentang  peraturan

perpajakan.



Dalam buku Mohammad zain (2006 : 67) pengertian
perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak merupakan findakan penstrokturan
yang terkait dengan konsekuensi pofemsi pajaknya, yang
tekanannya kepada pengendalian setiap tramsaksi yvang ada
konsekuensi  pajakeya. Tujsanmyz adalsh bagaimana
pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumiah pajak
yang akan di trapsfer ke pemerintzh, melalui apa yang
disebut sebagai penghindaran pajak (faox aveidance) dan
bukan penyeludupan pajak (fax evasion) yang merupakan
tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun
kedua cara tersebut kedengarannyz mempunyai konotasi
yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang
jelas Dberbeda disini babhwa penghindaran pajak adalah
perbuatan legal vang masih dalam ruang lingkup pemajakan
dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundangundangan  perpajakan, sedang pesyeludupan
pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang
melanggar  keteptuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan”

Dari pengertian iersebut diatas terlihat babhwa pereacanaan
pajak melalui penghindaran pajak merupakan cara satu-satunya

vang legal vang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka
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mengefesiensikan pembayaran pajaknys. Ide dasarnya adalah
usaha pengaturan terlebih dzhulu semua aktivitas perusahaan
guna untuk menghindackan dampak  perpajakan sebanyak
mungkin atau dengen katz lain peluang untuk perencanaan pajak
vang efektif, terdapai lebih kesar kemungkinannya apabila hal
tersebur  dipertimbangkan  sebelom  transaksi  tersebut
dilaksanakan, dibandingkan agabila periimbangannvya dilakukan
setélah terjadi trancalsi. Dalam hal ini semua tergantung oleh
manajer, sampai sejauh mana para menajer tersebut mewaspadai
secara konstan alternatif-atternatif penghematan pajak pada setiap
tindakan yang diambilnya.

Dapat disimpulkan babwa svatu peremcanaan pajak yang
efektif tidak terganiupg pada seorang ahli pajak  yang
professional, akan cetapi tergantung kepada kesadaran dan
keterlibatan para peagembil keputusan akan adanya impak pajak
yang melekap pada setiap akiivitas perusahaan.

2.3.2 Strategi Perencanaar Pajak
Tugas manajer pertsahaan adalah mengambil keputusan vang
didasarkan pada keterpaduan antara dua fungsi tersebut hingga
mencapai kerterpaduan. Menurat Glueck dan Jauch (1980) seperti
vang dikutip oleh Martani Husaeni (1989}, perencanaan strategis

atan manajemen straiegis merupakan arus keputusan dan zindakan
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yang mengarah kepada perkernbangan suatu strategi yang efektil

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.

Penelitian manajemen strategis dapat dikelompokan sebagai berikut

. Adanve hubungsn antara xeberhasilan perusashaan dengan
perencenaan  strategis. Babwa  peruszhaan-perusahaan  yang
terlibat dalam perencanasn strategis, ternyata iebih berhasil
daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam perencanaan
strategis.

2, Adanya hubungan antara keberhasilan perusahaan dengan kondisi
lingkungan perusahaan, bahwa dengan kondisi yvang berbeda,
perusahaan membutuidkan lingkungan yang berbeda dari fungsi-
fumgsi organisasi untuk tindakan yang efektif.

. Adanya hubungan antara faktor eksternal dan internal perusahaan

i

dengan  keberhasilan  perusabaan, bashwa manajer dalam
perusahaan yang berbeda dalam lingkungan yang cepat berubah
perlu menyusun dan melaksanakan proses perencanaan strategis
yang canggih agar perusahaan mereka berhasil.

Menurut Erly Suandy {2007:118) Dalam memilih sirategi yang
sesual, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan fakior
eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik
antara lain:

a. Target

Adla tiga point utama vang jelas akan dileksanakan adalah:
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1), Tekanan yang utamanya adalah melekukan intensifikasi dan
ekstensifikasi penarikan pajok dengan menggunakan
peraturan pajak yang sudah ada.

2). Ada tidaknva rencana untuk mengelvarkan ketentuan
perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak
yang berlaku karena lcurang bagi investor asing.

3). Pemberiakuan insentif hanya akan ditujukan untuk
kepentingan-kepentingan tertentu.

b, Pemeriksaan Pajak

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat pajak tujuannya

adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak:

1} Teleh membayar pajak dengan benar,dan

2) Tidak menyalahgunzkan sistem self assessment.

¢.Hak mengajukan keberatan
Meski pun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan
undang-undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah

terbatas.

Mohammad Zain (2004 : 70) Tindakan yang harus diambil
dalam rangka percncanaan pajsk  tersebut berupa findakan
penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-
langkah wyang harus mendapat perhatian dalam penyusunan
perencanaan pajak dan merapakan komponen-komponer sistem

manajemen, adalah:
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1. Menetapkan sasaran atau tijuan manajemen pajak, meliputi:

a. Usaha-usaha mengefisienkan beban najak vang masih dalam
ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

k. Mematuhi segalz ketentuan administratif, sehingga terhindar
dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi
maupun sanksi pidasa seperti bunga, kenaikan, denda dan
hukuman kurungan atau penjara.

¢. melaksanakan secara efektif segala ketentuen peraturan
perundang-undangan perpajakan  yang terkait dengan
pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan,
seperti pemofongan dan pungutan pajak (PPh pasal 21, pasal
22, pasal 23, dil).

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat
tujuan,yang terdiri duri:

a. Identifikasi faktor lingkuagan perencanaan pajak jangka
panjang. Faktor ini umumaya memiliki sifat yang psrmanen
vang secara cksplisic terdapat dan melekat pada katentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut
merupakan parameier-parameter yang berpengarvh terhadap
perencanaan jengka panjanz.

b. Etika kebijakan perusaliaan dan ketentuan yang jelas mengenai

fungsi dap tongoung jawab manajemen perpajakan serta
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mermiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen
perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
¢. Strategi dan perencanaan pajak yang berintegrasi dengan
perencanaan perusehaan, baik perencanaan perusahean jangka
pendek maupun jengka parjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan uniuk raencapai
tujuan, dilakukan aniara fain dengen cara mengadakan:

a. Sistem informeasi vang memadai dalam kaitannya dengan
penyampaian parencanzan pajak kepada para petugas yang
memonitor  perpajakan  dan kepastian  keefektifan
pengendalian dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti
pencantuman -nasalah-masalah  pe-pajakan dalam  setiap
kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut
sangat eraf kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.

b, Mekanisme monitor, pengendalian, dan  penyesuaian
sedemikian rupa schingga setiap modifikasi rencana dan
tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Strategi mengefesienkan beban pajak (penghematan pajak) yang
dilakukan perusehaar haroslak  bersifat legal, supaya dapat
menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum
penghematan pajak menganut sistem the least and the latest, yaitu

membayar pajak dalaw jumlah seminimal mungkin dan pada waktu
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akhir yang diizinkan oleh uadang-undang dan peraturan perpajakan.

strategi mengefesienkan beban pajak dari berbagai literatur dapat

dijabarkan sebagai berikut :

L.

b

Mengambil keuntungen dasi berbagai pilihan bentuk badan

hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan jenis usaha.

. Memilih lokasi perusahazn yang akan didirikan.

. Mengambil keuntungan scbesar-besarnya atau semaksimal dari

berbagai pengecuslian, potongan atau pengurangan  atas

Penghasilan Kena Pajak vang ciperbolehkan oleh undang-undang.

. Mendirikan peruschaan dalam jalur corporate company sehingga

di atur menggunskan tarif yang paling menguntungkan antara

masing-masing badan usaha.

. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profir cesnter dan ada

yang berfungsi sebagai cost cemter. Dari hal tersebut dapat
diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan pengahsilan menjadi
pendapatan dari beberapa wajib pajak dalam satu grup begitu juga
tethadap biaya sehingga mendapat keuntungan atas penggeseran

pajak yakni menghindari tarif vang paling tinggi.

. Memberikan tunjengan bagi karvawan dalam bentuk vang atau

natura dan kenikmatan dapat menjadi salah satu pilthan untuk
menghindari lapisan farif vang maksimum. Karena pada dasamya
pemberian dalam  bentuk npatura  dan  kenikmatan dapat

dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepenajang
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pemberian tersebut diperhitungankan ssbagai penghasilan yang

dikenakan pajak bagi pegawai yang mensrimanya.

. Pemitihan metode persediaan

. Untuk pendanaan akiiva tetap dapat mempertimbangkan sewa

guna usaha dengan hak opsi (finance lease) disamping pembelian
langsung karena jangka waktn leasing umumnya lebih pendek
deari pada wmur aktiva dan pembayaran leasing dapat dibiayakan

selﬁruhnya.

. Melalui metode perynsuian yang diperbolehken oleh peraturan

perpajakan yang berlaka.

Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarabkan
pada transaksi vang bukan objek pajak

Menghindari pemerikasaan pajak, pemeriksaan pajak oleh
Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang
SPT lebih bayar, SPT rugi, tidak memasukan SPT atau terlambat
memasukan SPT, terdapat infoemasi pelanggaran, memenuhi
kriteria tertentu vang ditetapkan oleh Dirien Pajak.

Menghindari pelanggaran terﬁadap peraturan perpajakan yang

berlaku.
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2.4 Pengelolaan Transaksi atas Transaksi Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan juga dikenal dengan benefits mencakup semua
jenis penghargaan berupa vang vang tidak dibayarkan secara langsung kepada
karyawan. Penghargaan ini diberikan kepada sernua anggota organisasi atas
keanggotaannya dan bukan berdasarkan hasil kerjanya. Oleh karena itu tidak
digunakan sebagai peningkatan presiasi kerja, nanrun hanya digunakan untuk
menarik karyawan yang berkualitas dan mempertahankannya jika paket
tunjangan dan fasilitas tersebut menarik.

Natura adalah imbalan vang diberikan oleh pemberi kerja kepada
karyawannya, yang pemberiannva bukan dalam bentuk uang, melainkan
dalam bentuk barang atau berbugai fasilitas perusahaan seperii pengunaan
mobil, fasiliias pengobatan. beras, gula, dan sebagainya (Judisseno,
2602:305).

Penggantian dalam bentuk natura <dan kenikmatan dianggap bukan
merupakan Objek Pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan
tni, pengantian atay imbalen dimaksud dianggap bukan merupakan
pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja.
Namun, dalam rangka menuniang kebijaksanaan pemerintah  unfuk
mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan, penggantian atou imbalen dalam bentuk natura dan kenikmatan
yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut

boleh dikurangkan dari penghasilan brute pembert kegja.
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Dalam hal pemberian kepads karyawan berupa penyediaan
makanan/minuman di tempat kerja untuk seluruh pegawai, secara bersama-
sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelakasanaan pekerjaan sebagai
sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskan,
seperti seragam karyawan, seragam petugas keamanan, antar jemput
karyawan serta penginapan yang diberikan perusahaan daa sebagainya,
walaupun pemberian fersebut bukan merupakan imbalan (kena pajak)
karyawan tidak boleh dibebankan sebagai biaya pemberi kerja. Hal ini
dimaksudkan uniuk meningkatkan kinerja karyawan, efesiensi dan daya saing
perusahaan serta tentunva kesejahicraan karyawan di utamakan.

Strategi efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesefahteraan
karyawan ini, sangat tergantung pada kondisi perusahaan sebagai berixut :

a. Perusahaan yang mempercieh penghasilan kena pajak (fax income) yang
telah dikenakan tariff tertinggi (diatas 100juta) dan pengenzan PPh
Badannya tidak final dinpavakan seminimal mungkin kesejahteraan
karyawan dalam: bentuk natura atau kenikmatan karena pengeluaran ini
tidak dibebankan sebagai biayé.

b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenzkan pajak secara final,
sebaiknya memberikan kesejahieraan karyawannya dalam bentuk natura
dan kenikmatan (fringe benefits), karena pemberian natura dan kenikmatan
kepada karyawan bukan merupakan objek pajak PPh 21, sedangkan

pengeluaran untuk pemberian natura dan Kenikmatan tersebut tidak
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mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari
presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.

c. Bagi perusahaan yang masih dalam keadaan rugi, pemberian natura dan
kenikmatan (fiinge benefiis) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara
PPh Badan masih tetap nihil.

Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai suatu vang harus dikorbankan
untuk memperolel pendapatan atau penghasilan. Oleh karena itv, semua
pembayaran dalam bentuk natura atau kenilamatan kepada karyawan adalah
biaya.

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa adalab sebagai berikou

1. PPh Pasal 21 Karyawan
PPh Pasal 21 Karyvawan adalah pajak yeng dibebankan pada karyawan atas
penghasilan yang diperoleh: dari pemberi kerja. PPh 21 tersebut di pungut
oleh pemberi kerja dan kemudian di setorkan kepada Negara, PPh 21
tersebut dapat dilakukan melalni beberaoa cara yaitu :

a. PPh ditanggung karyvawan bersangioudan
Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 vang terutang akan di tanggung oleh
karyawan itu sendiri sehingge benar-senar mengurangi penghasiian .

b. Tunjangan PPh
Jika PPh tersebut merupakan tunjangan, maka jumlah funjangan
tersebut akan menambab penghasilan karyawan dan kemudian baru

dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini dilakukan adanva gross up
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dimana besarnya tunjangan vang diberikan oleh perusahazn sama
dengan PPh Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

¢. PPh Pasal 21 ditanggung cleh Perusahaan
Daiarmn hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh
perusahiaan yang bersangkutan. Diengan demikian gaji yang diterima
oleh karyawan tidak dikurangi PPh Pasal 2] karena perusahaaniah yang
menanggung biaya PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh
gperusahaﬁn tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
jperusahaan.

2. Pengobatan/ Kesehatan Karyawean

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atan kesehatan

karyawan, yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Perusahaan meendirikan klinik sendiri dalam perusahaan. Hal ini biasa
dibangun oleh perusahaan yang memiliki lokasi perusahaan yang besar.
Seperti perusahaan otomotif, pertammbangan, industry dsb. Hal ini
dikarenakan dapat memberikan kemudahan, kecapatan jarak tempuh
menjadi alasan yang dominan dilaloukan perusahaan dalam mengambil
kebijakan seperti ini. Biasanya ada dokter dan perawat yang selalu
standby didalam klinik, sewaktu-wakiu terfadi kecelakaar kerja.
Dengan bekerjasama dengan rumah sakit tertentuz maka karyawan yang
sakit akan dilayani Iangsung oleh rurnah sakit taapa mengeluarkan vang

sepeserpun baik jasa pegobatan, roatgen, eek darah dan sebagainya.
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Rumah sakit tersebut akan mengeluackan bill pengeluaran atas
karyawan tersebut dan menagitnya langsung ke karyawan.

. Karyawan diberi tunjangan keschatan secara rutin baik sakit maupun
tidak sakit

Pada kondisi ini, perusahzan memberikan iunjangan tanpa melihat
kondisi karyawan yang dimana iunjangan tersebut diberikan dalam
bentuk uang yang menjadi komponen penghesilan bulanan karyawan.
Besaran nilainya tergantung pada kebijakan perusahaan dalam
menghitung berapa jumlah tunjangan yang didapat, biasanya tergantung
pada lamanya karyvawan tersebut bekega. Jika hanya pengobatan
tersebut yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian
uang tunai, menurut keputusan Direktur Jenderal Pajak No 281/PJ/1998
tentang objek pajak PPh Pasal 121, bagi karyawan merupakan
pengahasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian,
menurut Undang-undang PPh MNomor 17 tahun 2000 pasal ¢ ayat 1
huraf 2, pembayaran uang tunal ini dapat dikurangkan sebagai biaya
bagi perusahaan.

. Karyawan diikuti asuransi kesehé.tan, sehingga klaim jika sakit
dilakukan keperusahaan asuransi.

Saat ini banyak sekali perusahaan asuransi yang menawarken jasa klaim
atas kesehatan dan pengobatan bagi karyawan. Banyak kemudahan
vang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut mulai dari pelayanan,

kemudahan dalam klaim, penghematan biaya pengurusan dan
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sebagainya. Salah satu yang menjadi alasan bagi perusahasn untuk
mendafiarkan karyawannyva untuk mengikuti asuransi adalah masalah
kepastian yang dikeluarkan perusahaan tiap bulannya, sehingza dapat
diukur sesuai dengan kemarapuan perusabaan dalam memanage-cash
flow. Program asuransi yang ditawarkan banyak ragammya seperti,
rawat jalan, rawai inap, klaim kacamata, perawatan gigi, biaya bersalin,
operasi, dan lain sebagainya. Biaya Asuransi yang dikeluarkan
perusahaan menutut UU pasal 6 ayat 1 huruf a dapat dikvrangkan
sebagai biaya, dan bagi karvawan pengeluaran ini diperhitungkan
sebagai penghasilan. Dan apabila ternyata keraudian ada pembayaran
santunan  asuransi, menuruet Kepatusan Direktur Jenderal Pajak
N0.281/PJ/1998 tentang cbyek pajak PPh Pasal 21 yang dikecualikan,
penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan
demikian perusahaan yanz menbayar sanfunan  asuransi  tidak
diperkenankan memotong pajak  penghasilan  tertanggung oleh
karyawan.
3. Pembayaran premi asurans: uniuk karvawan

Karvawan perusahaan mendapaikan premi asuransi berupa asuransi

kecalakan. Asuransi karyavan dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Premi ditanggung perusahasn
Apabila premi ditanggung oleh peraberi kerja menurut UU PPh tentang
obyek pajak PPh Pasal 2! merupskan penghasilan yang dikenakan

pajak. Keteniuan ini dibuat untuk menyelaraskan ketentuan yang ada
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pada Pasal 4 ayat 3 Huul ¢ bahwa pembayaran dari perusahaan
asuransi kepada orang pribadi sehubungan dergan asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asurensi dwiguna, asuransi jiwa, dan asuransi
beasiswa tidak termasuk obvek pajak.

b. Premi vang ditanggung oleh karvawan yang bersangkutan
Premi asuransi kesehatar, kecelakzan, dwiguna, dan beasiswa yang
dibayarkan cleh orang pribadi menurui Kepuiusan Direktur Jenderal
Pajak No.281/PJ/1998 tentang obyek pajak PPh Pasal 2%, dapat
dikurangkan sebagai biayz dalam SPT PPh Pasal 21.

¢. Premi asuransi sebagien ditanggung oleh perusahaan dan sebagian
ditanggung o:eh karyawan
Untuk premi ynag ditanggung oelh perusabaan, menurut UU Pasal 6
ayat 1 Humaf a, pembayaran terssbut boleh dibebanken dalam
penghasilan kena pajek perusabazn dan bagi karyawan tersebut,
menurut Keputusan Direkiur Jenderal Pajak No.281/PJ/1998 tentang
obyek pajak PPh Pasal 21 adalah merupakan penghasilan yang
merupakan obyek pajak.

4, Rumah dinas karyawan

Peraberian fasilizas perumahan kepada karvawan dapat berupa :

a. Perusahaan menyediakan rumah dinas
Kenikmatan vang diberikan dalam menggunakan fasilitas rumah dinas

milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan
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sehingga perusahaan tidak dapat mengurangksn biaya tersebut dalam
menghitung Penghasilan Kena Pajak.
b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan
Pemberian tunjangan perumahan merupakan penghasilan  yang
dikenakan pajak bagi karyawan dar: menurut UU pasal 6 ayat 1 Huruf a
dapat dikurangkan dalan Panghasilen Kena Pajak bagi karyawan.
. Transportasi untuk karyawen
Transportasi yang diberikan perusabaan adalale unfuk menunjang dan
membantu karyawan dalam menghadapi masalah dalam hal transportasi.
Pemberian transportasi yang diberikan perusahaan dapat berupa
a. Perusahaan menyediakan raobil dinas
Jika kenikmatan menggunakan sarena iransportasi milik perusahaan
tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menuru¢ UU Pasal 9
ayat 1 Huruf ¢ perusshzan tidak dapat mengurangkan biava yang
berkaitan dengan fransporiasi biava penyusatan, eksploitasi, atau
pemeliharaan sebagai bizya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
b. Perusahaan memberikan funjangan franspori
Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal
Pajak No.281/PJ/1998 tenizng obyek pajak FPFh Pasal 21 merupakan
penghasilan yang dikenzkan pajak bagi keryawan dan menurut JU PPh
Pasal 6 ayat 1 Huruf & depat dikurangkan dzlam penghasilan Kena

Pajak bagi perusahaan.
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6. Pakaien kerja bagi karyawan

Diperusahaan, karyawan menggunakan pakaian seragam yang sehubungan

dengan lingkungan kerja dan ada vang menggunekan seragam karyawan

yang pada umumnya. Unfuk it kebijakan mengenai pakaien kerja

karyawan dapat dilakukan sebagai bertkut ;

a.

Pakajan kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya
pegawan hotel, satpam, piiot dan lain-lain.

Uniuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut
Keputusan Direktur Jenderal Pajak M0.213/PJ/2001 Pasal 3 ayat 1 dapat
dikurangkan sebagai Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Teiapi jika
perusahaan menyeragamkan karyawannya tidak ada hubungannya
dengan lingkungan kerja maka tidek dapat dikurangkan sebagai

penghasilan kena pajak.

. Seragam karyawan pada umumnya

Yaitu karyawan yang memakai serngam miliknya sendiri seperti

karyawan pada umumnya.

7. Bonus dan jasa produksi

Perusahaan biasanya memoerikan bonus bagi setiap karyawannya.

Pernberian bonus dan jasa produksi ini dapat dilaksanakan menurut waktu

pembebanannya. Menurui  waakte pembebanannya dapat  dibedakan

menjadi -

a.

Dibebankan calam tahun berjalan
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Jika dibebankan dalam tabun berjalan maka bonus dan jasa produksi
dapat dibagikan pada akhir tahun. Bonus yang diberikan pada akhir
tahun yaitu di bulan Desember.
b. Dibebankan pada laba yang ditahan
Jika dibebankan pada leba yang ditshan make bonus dan jasa produksi
akan diberikan pada tahun berikutnya.
2.5 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan pola berpikir yang sistematis dalam
menelaah dan memecahkan permasalahan tertentu yang didasari oleh
pendekatan hubungan pengarul mempengaruhi maupun hubungan sebeb

akibat.

Tubel 2.3
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Keterangan Gambar :

Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Cahaya Kalbar Tbk dikenakan pajak
sesuai tariff yang berlakn. Untak meminimalkan beban pajaknya, maka PT
Cahaya Kalbar Tbk menerapkan s planning, yaitu atas biaya kesejahteraan
karyawan. Setelah itu, maka diperoleh Pajak Terutang Wajib Pajax Badan

yang harus dibayarikan perusahaan kepada negara.



